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TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG STAF MEDIS
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

bahwa untuk kelancaran proses pendidikan mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, perlu dibuat

kebijakan tentang tugas dan wewenang staf medis di Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu dibuat Keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas
dan Direktur Utama Rumah

Kedokteran Universitas Udayana
ah Denpasar tentang Tugas dan

Sakit Umum Pusat Sangl
Wewenang Staf Medis di Rumah Sakit Umum Kabupaten

Buleleng.
1. Undang-undang Nomor 69

Menimbang : a.

Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16595);
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Mengingat

Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
tahun 2004 tentang Praktik

4. Undang-undang RI Nomor 29
Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
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5. Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5072);

6. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor
544/MENKES/SK/X/81; Nomor 0430a/U/1981; Nomor 324 A
tentang 14 (empat belas) Rumah Sakit Pemerintah yang
Digunakan Sebagai Tempat Pendidikan Calon Dokter;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1069/MENKES/SK/X1/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan
Standar Rumah Sakit Pendidikan;

12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng;

13. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 445/405/HK /2009 tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pola
Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN
Keputusan Bersama Antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buleleng Dengan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum
Pusat Sanglah Denpasar Tentang Tugas dan Wewenang Staf Medis
di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng.

Menetapkan :

KESATU : Tugas dan Wewenang Staf Medis sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini;

KEDUA : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Bersama antara
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Direktur
Utama Rumah  Sakit Umum  Pusat Sanglah  Nomor
420/3882.1/SDM/XI/RSUD/2016, Nomor 267.9/UN14.2/PP/2016,
dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pihak 1:/%
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KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 8 Agustus 2019

DIREKTUR

SUY¥A$A.Sp.B., Sp.OT. (K)(}/ l‘/dr

NIP. 19660709 199412 1 001 Nlp\Wﬂl 1002

_¢=DIREKTUR UTAMA 4
RUMAH SAKIT‘ K UM\PUSAT SANGLAH DENPASAR
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BULELENG DENGAN DEKAN FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA DAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

NOMOR : 420/3830/2019
NOMOR  : 286 /uNi4.2.2/mv (2019
NOMOR

TANGGAL : 8 AGUSTUS 2019
TENTANG : TUGAS DAN WEWENANG STAF MEDIS DI RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BULELENG

TUGAS DAN WEWENANG STAF MEDIS

Fungsi Staf Medis.
Staf medis mempunyai fungsi sebagai pelaksana pelayanan medis, pendidikan

dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang medis.

Tugas Staf Medis.

1. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan,
pencegahan, pencegahan akibat penyakit peningkatan dan pemulihan.

2. Meningkatkan kemampuan profesinya melalui program pendidikan/pelatihan
berkelanjutan.

3. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar
pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.

4. Menyusun, mengumpulkan, menganalisa dan membuat pemantauan indikator

mutu klinik.

Kewajiban.

1. Kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan profesi, standar
pelayanan, dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;

2. Kewajiban merujuk pasien ke dokter, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter
gigi spesialis lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik,
apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan,;

3. Kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

4. Kewajiban melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali
bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;

5. Kewajiban menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu

kedokteran atau kedokteran gigi;
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6. Kewajiban untuk menunjuk staf medis lain dalam keahlian yang sama sebagai
pengganti apabila berhalangan, jika tidak harus diinformasikan kepada pasien
yang bersangkutan;

7. Kewajiban untuk memberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien
sebelum persetujuan tindakan disetujui pasien (informed consent).

Kewajiban membuat rekam medis dan mematuhi petunjuk pelaksanaannya.

9. Kewajiban menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya.

10. Kewajiban untuk mematuhi kebijakan rumah sakit tentang obat dan

formularium rumah sakit.

Kewenangan.
Kewenangan masing-masing anggota kelompok staf medis disusun oleh ketua

kelompok staf medis dan kemudian diusulkan oleh ketua komite medis kepada

direktur untuk dibuatkan surat keputusannya.

Tanggung Jawab.
Kelompok staf medis mempunyai tanggung jawab yang terkait dengan mutu,

etik dan pengembangan pendidikan staf medis.

Tanggung jawab tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite

Kredensial kepada Direktur RS terhadap permohonan penempatan dokter
baru di rumah sakit yang diatur dalam Medical Staf Bylaws rumah sakit.
Penempatan dokter di RS berdasarkan Surat Keputusan Direktur
RS/Pemilik perlu meminta masukan dari organisasi staf medis/ sub komite
kredensial.

2. Melakukan evaluasi penampilan kinerja praktik dokter berdasarkan data
yang komprehensif. Evaluasi penampilan kinerja praktik dokter dilakukan
melalui peer review, audit medis atau program quality improvement.

3. Memberikan rekomendasi melalui Ketua Komite Medik/Sub Komite
Kredensial kepada Direktur RS atau pemilik rumah sakit terhadap
permohonan penempatan ulang dokter di rumah sakit yang diatur dalam
Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staf Bylaws). Penempatan ulang
dokter di RS berdasarkan Surat Keputusan Direktur RS atau Pemilik RS
untuk membuat surat keputusan tersebut. Direktur RS atau Pemilik RS

perlu meminta masukan dari organisasi staf medis/Sub komite Kredensial.
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4. :
xzfr::;:alk:ir:lia:: tbecl;;)i para .doktcr .untuk mengikuti con-tinoui‘r-lg
mempunyai pro rp nt ( D?' Masing-masing kclompok staf medis wajib

5 M . gram CPD bagi semua anggotanya.

emberikan masukan kepada Dircktur RS meclalui Ketua Komite Medis,
hal-hal yang terkait dengan praktik kedokteran. Kelompok staf medis

Mempunyai - tanggung jawab memberikan masukan kepada Direktur

Medis/Direktur RS mengenai  hal-hal  yang

kedokteran. Misalnya mengenai  perkembangan

terkait dengan praktik
ilmu dan teknologi

kedokteran, temuan terapi yang baru, dan lain-lain.

6. Memberikan laporan melalui Ketua Komite Medis kepada Direktur

Medis/Direktur RS. Kelompok Staf Medis diharapkan dapat memberikan
laporan secara teratur minimal satu tahun sekali kepada Direktur
RS/Direktur Medis melalui Komite Medis. Laporan tersebut antara lain
meliputi hasil pemantauan indikator mutu klinik, hasil evaluasi kinerja
praktik klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lain-lain.

7. Melakukan perbaikan (up-dating) standar prosedur operasional dan
dokumen terkaitnya. Standar prosedur operasional dan dokumen terkait

lainnya perlu disempurnakan secara berkala sehingga sesuai dengan

situasi dan kondisi.

DIREKTUR

ANA, M.Kes @

Dr."dr. I KETUT SUYASA, Sp.B., Sp.OT. (K|} ¥ dr. Neb . M.Kes.
NIP. 19660709 199412 1 001 [ NIP. 1620264108711 1 002

ZDIREKTUR UTAMA %

RUMAH SAKIT UMUN:PUSAT SANGLAH DENPASAR

t SRR ¥
\dr.1 WAYAN-SUDANA, M Kes.
NIP. 19650409 199500 1 001
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